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     ABSTRAK :   

-  bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya menjamin 

ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang 

sah dan merupakan   dokumen monumental, identitas dan jati diri 

daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, 

pembangunan dan pertanggungjawaban dalam kehidupan 

bermasyarakat di Kota Tanjungbalai; 

- bahwa dalam rangka menjamin penyelamatan Arsip sebagai sumber 

informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan 

di daerah, Arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan, guna 

pelindungan hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan 

publik, serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu 

dan berkesinambungan; 

- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, Penyelenggaraan kearsipan merupakan 

kewenangan pemerintah daerah; 

-    bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di daerah memerlukan 

panduan dalam pelaksanaannya sehingga perlu disusun pedoman 

penyelenggaraan kearsipan. 

 

 

 DASAR HUKUM : 
 
 

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 

 

MATERI POKOK :  

- Peraturan Daerah Kota ini mengatur mengenai penyelenggaraan 
kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip 
statis, autentikasi arsip, layanan kearsipan, pengendalian dan 
pengawasan, organisasi profesi dan peran aktif masyarakat, larangan, 
sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, serta ketentuan pidana. 

CATATAN :  

- Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 


